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Abstrak 

Wilayah pesisir dan pulau kecil merupakan sistem sosial-ekologis tempat proses darat, laut, atmosfer, 

ekonomi, budaya, dan pemerintahan bertemu. Artikel ini membahas pengelolaan pesisir terpadu, 

pendekatan ekosistem, perencanaan ruang laut, zonasi, hak tenurial, masyarakat adat, perikanan skala 

kecil, konservasi, pariwisata, infrastruktur, pertambangan, reklamasi, pencemaran, konflik ruang, 

penegakan hukum, serta pembiayaan. Karakter pulau kecil—luas terbatas, sumber air rentan, pasar 

sempit, biaya konektivitas tinggi, ketergantungan impor, biodiversitas unik, dan paparan bencana—

menuntut kebijakan yang berbeda dari daratan besar. Perubahan iklim memperbesar risiko kenaikan 

muka laut, abrasi, gelombang panas laut, intrusi salin, kekeringan, badai, dan perpindahan penduduk. Tata 

kelola yang baik harus mengakui hak, menggunakan pengetahuan ilmiah dan lokal, menilai dampak 

kumulatif, serta menyediakan mekanisme partisipasi dan pengaduan yang bermakna. Konteks Indonesia 

menegaskan perlunya keselarasan kebijakan nasional, provinsi, kabupaten, desa, dan adat; integrasi DAS–

pesisir–laut; serta indikator outcome ekologis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. 

Kata Kunci: tata kelola pesisir; pulau kecil; ICZM; sistem sosial-ekologis; zonasi; hak masyarakat adat; 

perikanan skala kecil; konflik ruang; perubahan iklim; ketahanan; Indonesia 

Pengantar 

Garis pantai tampak sebagai batas, tetapi secara ekologis dan sosial ia adalah ruang pertemuan. Sedimen 

dari hulu, limbah kota, larva ikan, arus, wisatawan, kapal, modal, dan kebijakan bergerak melintasinya. 

Karena itu, tata kelola pesisir tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor atau satu peta. Ia memerlukan cara 

memutuskan yang mampu menyatukan skala, mengelola konflik, mengakui hak, dan belajar dari 

perubahan. 

1. Pesisir sebagai Sistem Sosial–Ekologis 

2. Kekhasan Pulau Kecil 

3. Prinsip ICZM dan Pendekatan Ekosistem 

4. Kelembagaan Multi-level 

5. Hak, Tenurial, dan Masyarakat Adat 

6. Partisipasi, Keadilan, dan Gender 
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7. Pengetahuan Lokal dan Co-production 

8. Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi 

9. Perizinan dan Hierarki Mitigasi 

10. Perikanan Skala Kecil 

11. Konservasi dan Kawasan Perlindungan 

12. Pariwisata Pesisir dan Pulau Kecil 

13. Infrastruktur, Permukiman, dan Kota Pesisir 

14. Reklamasi, Tambang, dan Ekstraksi 

15. Pencemaran dari Hulu ke Laut 

16. Air Tawar, Pangan, Energi, dan Limbah Pulau 

17. Risiko Bencana dan Multi-hazard 

18. Perubahan Iklim dan Adaptasi 

19. Solusi Berbasis Alam dan Restorasi 

20. Ekonomi Biru dan Mata Pencaharian 

21. Pulau Kecil Terluar dan Perbatasan 

22. Data, Teknologi, dan Pemantauan 

23. Penegakan Hukum dan Kepatuhan 

24. Pembiayaan dan Akuntabilitas 

25. Agenda Tata Kelola Indonesia 
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1. Pesisir sebagai Sistem Sosial–Ekologis 

Pesisir sebagai Sistem Sosial–Ekologis perlu dipahami melalui interaksi darat, laut, atmosfer, ekosistem, 

ekonomi, budaya, dan lembaga. Tata kelola berbeda dari pemerintahan: ia mencakup aturan formal dan 

informal, distribusi kuasa, pengetahuan, pasar, norma, serta cara keputusan dibuat, dilaksanakan, 

dipersoalkan, dan diperbaiki. 

Aktor utama mencakup DAS, pantai, mangrove, lamun, terumbu, kota, desa, pasar, dan pengguna. 

Mereka memiliki hak, ketergantungan, pengetahuan, mobilitas, dan daya tawar berbeda. Peta pemangku 

kepentingan harus melihat siapa mengambil keputusan, siapa menerima manfaat, siapa menanggung 

biaya, dan siapa tidak hadir dalam forum. 

Mekanisme sentral ialah umpan balik menghubungkan perubahan alam dan perilaku manusia. Pesisir 

adalah ruang aliran sehingga tekanan dan manfaat berpindah. Dampak pembangunan di hulu dapat 

muncul pada terumbu; penutupan lokasi tangkap dapat memindahkan usaha; infrastruktur perlindungan 

dapat menggeser abrasi ke desa tetangga. 

Baseline mencakup kondisi habitat, akses, mata pencaharian, kemiskinan, gender, hak, kualitas layanan, 

tekanan, risiko, serta kapasitas institusi. Data agregat perlu dipilah karena rata-rata kabupaten dapat 

menyembunyikan pulau atau kelompok yang sangat rentan. 

Risiko utama mencakup batas administrasi memotong proses ekologis. Ketidakpastian tidak menghapus 

kewajiban bertindak, tetapi menuntut prinsip kehati-hatian, skenario, monitoring, serta aturan yang 

dapat dikoreksi. Keputusan irreversible memerlukan bukti dan safeguard lebih kuat. 

Implikasi pengelolaannya ialah mengelola hubungan dan aliran lintas batas. Rencana harus menyebut 

tujuan, kondisi awal, aturan, penanggung jawab, anggaran, indikator outcome, ambang tindakan, 

mekanisme pengaduan, dan jadwal evaluasi. Peta tanpa kapasitas implementasi hanya menciptakan 

kepastian semu. 

Keadilan mencakup recognition, procedure, distribution, dan intergenerational equity. Kompensasi uang 

tidak selalu mengganti hilangnya wilayah budaya, keamanan pangan, identitas, atau hubungan dengan 

laut. Persetujuan harus bebas, didahului informasi, dan sesuai konteks hak. 

Dalam konteks Indonesia, pesisir sebagai sistem sosial–ekologis memerlukan kesesuaian antara kebijakan 

nasional, provinsi, kabupaten, desa, dan pranata adat. Pulau kecil tidak boleh sekadar menjadi lokasi 

ekstraksi, wisata eksklusif, atau proyek strategis; penduduknya adalah pemegang hak serta pengelola 

garis depan. 
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2. Kekhasan Pulau Kecil 

Kekhasan Pulau Kecil perlu dipahami melalui luas, isolasi, air, energi, pangan, biodiversitas, pasar, 

transportasi, dan kapasitas. Tata kelola berbeda dari pemerintahan: ia mencakup aturan formal dan 

informal, distribusi kuasa, pengetahuan, pasar, norma, serta cara keputusan dibuat, dilaksanakan, 

dipersoalkan, dan diperbaiki. 

Aktor utama mencakup penduduk, diaspora, pemerintah, kapal, ekosistem, wisata, dan pemasok. Mereka 

memiliki hak, ketergantungan, pengetahuan, mobilitas, dan daya tawar berbeda. Peta pemangku 

kepentingan harus melihat siapa mengambil keputusan, siapa menerima manfaat, siapa menanggung 

biaya, dan siapa tidak hadir dalam forum. 

Mekanisme sentral ialah keterbatasan sumber serta keterhubungan tinggi memperbesar kejutan. Pesisir 

adalah ruang aliran sehingga tekanan dan manfaat berpindah. Dampak pembangunan di hulu dapat 

muncul pada terumbu; penutupan lokasi tangkap dapat memindahkan usaha; infrastruktur perlindungan 

dapat menggeser abrasi ke desa tetangga. 

Baseline mencakup kondisi habitat, akses, mata pencaharian, kemiskinan, gender, hak, kualitas layanan, 

tekanan, risiko, serta kapasitas institusi. Data agregat perlu dipilah karena rata-rata kabupaten dapat 

menyembunyikan pulau atau kelompok yang sangat rentan. 

Risiko utama mencakup model daratan besar diterapkan tanpa penyesuaian. Ketidakpastian tidak 

menghapus kewajiban bertindak, tetapi menuntut prinsip kehati-hatian, skenario, monitoring, serta 

aturan yang dapat dikoreksi. Keputusan irreversible memerlukan bukti dan safeguard lebih kuat. 

Implikasi pengelolaannya ialah menggunakan kebijakan proporsional dan portofolio resiliensi. Rencana 

harus menyebut tujuan, kondisi awal, aturan, penanggung jawab, anggaran, indikator outcome, ambang 

tindakan, mekanisme pengaduan, dan jadwal evaluasi. Peta tanpa kapasitas implementasi hanya 

menciptakan kepastian semu. 

Keadilan mencakup recognition, procedure, distribution, dan intergenerational equity. Kompensasi uang 

tidak selalu mengganti hilangnya wilayah budaya, keamanan pangan, identitas, atau hubungan dengan 

laut. Persetujuan harus bebas, didahului informasi, dan sesuai konteks hak. 

Dalam konteks Indonesia, kekhasan pulau kecil memerlukan kesesuaian antara kebijakan nasional, 

provinsi, kabupaten, desa, dan pranata adat. Pulau kecil tidak boleh sekadar menjadi lokasi ekstraksi, 

wisata eksklusif, atau proyek strategis; penduduknya adalah pemegang hak serta pengelola garis depan. 
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3. Prinsip ICZM dan Pendekatan Ekosistem 

Prinsip ICZM dan Pendekatan Ekosistem perlu dipahami melalui integrasi sektor, ruang, waktu, ilmu, 

kebijakan, partisipasi, dan adaptasi. Tata kelola berbeda dari pemerintahan: ia mencakup aturan formal 

dan informal, distribusi kuasa, pengetahuan, pasar, norma, serta cara keputusan dibuat, dilaksanakan, 

dipersoalkan, dan diperbaiki. 

Aktor utama mencakup pemerintah, komunitas, industri, peneliti, LSM, serta generasi mendatang. 

Mereka memiliki hak, ketergantungan, pengetahuan, mobilitas, dan daya tawar berbeda. Peta pemangku 

kepentingan harus melihat siapa mengambil keputusan, siapa menerima manfaat, siapa menanggung 

biaya, dan siapa tidak hadir dalam forum. 

Mekanisme sentral ialah integrasi menyelesaikan trade-off di tingkat sistem. Pesisir adalah ruang aliran 

sehingga tekanan dan manfaat berpindah. Dampak pembangunan di hulu dapat muncul pada terumbu; 

penutupan lokasi tangkap dapat memindahkan usaha; infrastruktur perlindungan dapat menggeser abrasi 

ke desa tetangga. 

Baseline mencakup kondisi habitat, akses, mata pencaharian, kemiskinan, gender, hak, kualitas layanan, 

tekanan, risiko, serta kapasitas institusi. Data agregat perlu dipilah karena rata-rata kabupaten dapat 

menyembunyikan pulau atau kelompok yang sangat rentan. 

Risiko utama mencakup koordinasi menjadi rapat tanpa keputusan. Ketidakpastian tidak menghapus 

kewajiban bertindak, tetapi menuntut prinsip kehati-hatian, skenario, monitoring, serta aturan yang 

dapat dikoreksi. Keputusan irreversible memerlukan bukti dan safeguard lebih kuat. 

Implikasi pengelolaannya ialah menetapkan tujuan, mandat, data, dan akuntabilitas. Rencana harus 

menyebut tujuan, kondisi awal, aturan, penanggung jawab, anggaran, indikator outcome, ambang 

tindakan, mekanisme pengaduan, dan jadwal evaluasi. Peta tanpa kapasitas implementasi hanya 

menciptakan kepastian semu. 

Keadilan mencakup recognition, procedure, distribution, dan intergenerational equity. Kompensasi uang 

tidak selalu mengganti hilangnya wilayah budaya, keamanan pangan, identitas, atau hubungan dengan 

laut. Persetujuan harus bebas, didahului informasi, dan sesuai konteks hak. 

Dalam konteks Indonesia, prinsip iczm dan pendekatan ekosistem memerlukan kesesuaian antara 

kebijakan nasional, provinsi, kabupaten, desa, dan pranata adat. Pulau kecil tidak boleh sekadar menjadi 

lokasi ekstraksi, wisata eksklusif, atau proyek strategis; penduduknya adalah pemegang hak serta 

pengelola garis depan. 
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4. Kelembagaan Multi-level 

Kelembagaan Multi-level perlu dipahami melalui subsidiaritas, pembagian kewenangan, koordinasi 

vertikal, horizontal, dan lintas batas. Tata kelola berbeda dari pemerintahan: ia mencakup aturan formal 

dan informal, distribusi kuasa, pengetahuan, pasar, norma, serta cara keputusan dibuat, dilaksanakan, 

dipersoalkan, dan diperbaiki. 

Aktor utama mencakup pusat, provinsi, kabupaten, desa, adat, otoritas sektor, dan pengadilan. Mereka 

memiliki hak, ketergantungan, pengetahuan, mobilitas, dan daya tawar berbeda. Peta pemangku 

kepentingan harus melihat siapa mengambil keputusan, siapa menerima manfaat, siapa menanggung 

biaya, dan siapa tidak hadir dalam forum. 

Mekanisme sentral ialah keputusan efektif ditempatkan pada tingkat yang mampu bertindak dan 

bertanggung jawab. Pesisir adalah ruang aliran sehingga tekanan dan manfaat berpindah. Dampak 

pembangunan di hulu dapat muncul pada terumbu; penutupan lokasi tangkap dapat memindahkan 

usaha; infrastruktur perlindungan dapat menggeser abrasi ke desa tetangga. 

Baseline mencakup kondisi habitat, akses, mata pencaharian, kemiskinan, gender, hak, kualitas layanan, 

tekanan, risiko, serta kapasitas institusi. Data agregat perlu dipilah karena rata-rata kabupaten dapat 

menyembunyikan pulau atau kelompok yang sangat rentan. 

Risiko utama mencakup tumpang tindih mandat menciptakan forum shopping. Ketidakpastian tidak 

menghapus kewajiban bertindak, tetapi menuntut prinsip kehati-hatian, skenario, monitoring, serta 

aturan yang dapat dikoreksi. Keputusan irreversible memerlukan bukti dan safeguard lebih kuat. 

Implikasi pengelolaannya ialah memetakan peran, anggaran, dan jalur resolusi. Rencana harus menyebut 

tujuan, kondisi awal, aturan, penanggung jawab, anggaran, indikator outcome, ambang tindakan, 

mekanisme pengaduan, dan jadwal evaluasi. Peta tanpa kapasitas implementasi hanya menciptakan 

kepastian semu. 

Keadilan mencakup recognition, procedure, distribution, dan intergenerational equity. Kompensasi uang 

tidak selalu mengganti hilangnya wilayah budaya, keamanan pangan, identitas, atau hubungan dengan 

laut. Persetujuan harus bebas, didahului informasi, dan sesuai konteks hak. 

Dalam konteks Indonesia, kelembagaan multi-level memerlukan kesesuaian antara kebijakan nasional, 

provinsi, kabupaten, desa, dan pranata adat. Pulau kecil tidak boleh sekadar menjadi lokasi ekstraksi, 

wisata eksklusif, atau proyek strategis; penduduknya adalah pemegang hak serta pengelola garis depan. 
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5. Hak, Tenurial, dan Masyarakat Adat 

Hak, Tenurial, dan Masyarakat Adat perlu dipahami melalui pengakuan, wilayah adat, akses, penggunaan, 

pengelolaan, eksklusi, transfer, dan pewarisan. Tata kelola berbeda dari pemerintahan: ia mencakup 

aturan formal dan informal, distribusi kuasa, pengetahuan, pasar, norma, serta cara keputusan dibuat, 

dilaksanakan, dipersoalkan, dan diperbaiki. 

Aktor utama mencakup masyarakat adat, nelayan lokal, pendatang, perempuan, negara, dan investor. 

Mereka memiliki hak, ketergantungan, pengetahuan, mobilitas, dan daya tawar berbeda. Peta pemangku 

kepentingan harus melihat siapa mengambil keputusan, siapa menerima manfaat, siapa menanggung 

biaya, dan siapa tidak hadir dalam forum. 

Mekanisme sentral ialah kepastian hak membentuk insentif stewardship dan legitimasi. Pesisir adalah 

ruang aliran sehingga tekanan dan manfaat berpindah. Dampak pembangunan di hulu dapat muncul pada 

terumbu; penutupan lokasi tangkap dapat memindahkan usaha; infrastruktur perlindungan dapat 

menggeser abrasi ke desa tetangga. 

Baseline mencakup kondisi habitat, akses, mata pencaharian, kemiskinan, gender, hak, kualitas layanan, 

tekanan, risiko, serta kapasitas institusi. Data agregat perlu dipilah karena rata-rata kabupaten dapat 

menyembunyikan pulau atau kelompok yang sangat rentan. 

Risiko utama mencakup izin formal menghapus hak yang telah lama hidup. Ketidakpastian tidak 

menghapus kewajiban bertindak, tetapi menuntut prinsip kehati-hatian, skenario, monitoring, serta 

aturan yang dapat dikoreksi. Keputusan irreversible memerlukan bukti dan safeguard lebih kuat. 

Implikasi pengelolaannya ialah melakukan pemetaan partisipatif dan pengakuan hukum. Rencana harus 

menyebut tujuan, kondisi awal, aturan, penanggung jawab, anggaran, indikator outcome, ambang 

tindakan, mekanisme pengaduan, dan jadwal evaluasi. Peta tanpa kapasitas implementasi hanya 

menciptakan kepastian semu. 

Keadilan mencakup recognition, procedure, distribution, dan intergenerational equity. Kompensasi uang 

tidak selalu mengganti hilangnya wilayah budaya, keamanan pangan, identitas, atau hubungan dengan 

laut. Persetujuan harus bebas, didahului informasi, dan sesuai konteks hak. 

Dalam konteks Indonesia, hak, tenurial, dan masyarakat adat memerlukan kesesuaian antara kebijakan 

nasional, provinsi, kabupaten, desa, dan pranata adat. Pulau kecil tidak boleh sekadar menjadi lokasi 

ekstraksi, wisata eksklusif, atau proyek strategis; penduduknya adalah pemegang hak serta pengelola 

garis depan. 
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6. Partisipasi, Keadilan, dan Gender 

Partisipasi, Keadilan, dan Gender perlu dipahami melalui recognition, procedure, distribution, 

representation, consent, dan grievance. Tata kelola berbeda dari pemerintahan: ia mencakup aturan 

formal dan informal, distribusi kuasa, pengetahuan, pasar, norma, serta cara keputusan dibuat, 

dilaksanakan, dipersoalkan, dan diperbaiki. 

Aktor utama mencakup perempuan, pemuda, nelayan tanpa kapal, pengolah, kelompok miskin, dan elite. 

Mereka memiliki hak, ketergantungan, pengetahuan, mobilitas, dan daya tawar berbeda. Peta pemangku 

kepentingan harus melihat siapa mengambil keputusan, siapa menerima manfaat, siapa menanggung 

biaya, dan siapa tidak hadir dalam forum. 

Mekanisme sentral ialah partisipasi bermakna mengubah keputusan serta pembagian manfaat. Pesisir 

adalah ruang aliran sehingga tekanan dan manfaat berpindah. Dampak pembangunan di hulu dapat 

muncul pada terumbu; penutupan lokasi tangkap dapat memindahkan usaha; infrastruktur perlindungan 

dapat menggeser abrasi ke desa tetangga. 

Baseline mencakup kondisi habitat, akses, mata pencaharian, kemiskinan, gender, hak, kualitas layanan, 

tekanan, risiko, serta kapasitas institusi. Data agregat perlu dipilah karena rata-rata kabupaten dapat 

menyembunyikan pulau atau kelompok yang sangat rentan. 

Risiko utama mencakup konsultasi simbolik melegitimasi keputusan yang telah dibuat. Ketidakpastian 

tidak menghapus kewajiban bertindak, tetapi menuntut prinsip kehati-hatian, skenario, monitoring, serta 

aturan yang dapat dikoreksi. Keputusan irreversible memerlukan bukti dan safeguard lebih kuat. 

Implikasi pengelolaannya ialah menjamin akses informasi, waktu, kapasitas, dan pengaduan. Rencana 

harus menyebut tujuan, kondisi awal, aturan, penanggung jawab, anggaran, indikator outcome, ambang 

tindakan, mekanisme pengaduan, dan jadwal evaluasi. Peta tanpa kapasitas implementasi hanya 

menciptakan kepastian semu. 

Keadilan mencakup recognition, procedure, distribution, dan intergenerational equity. Kompensasi uang 

tidak selalu mengganti hilangnya wilayah budaya, keamanan pangan, identitas, atau hubungan dengan 

laut. Persetujuan harus bebas, didahului informasi, dan sesuai konteks hak. 

Dalam konteks Indonesia, partisipasi, keadilan, dan gender memerlukan kesesuaian antara kebijakan 

nasional, provinsi, kabupaten, desa, dan pranata adat. Pulau kecil tidak boleh sekadar menjadi lokasi 

ekstraksi, wisata eksklusif, atau proyek strategis; penduduknya adalah pemegang hak serta pengelola 

garis depan. 
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7. Pengetahuan Lokal dan Co-production 

Pengetahuan Lokal dan Co-production perlu dipahami melalui musim, lokasi, nama lokal, sejarah, 

indikator alam, pemetaan, sains, dan validasi. Tata kelola berbeda dari pemerintahan: ia mencakup aturan 

formal dan informal, distribusi kuasa, pengetahuan, pasar, norma, serta cara keputusan dibuat, 

dilaksanakan, dipersoalkan, dan diperbaiki. 

Aktor utama mencakup tetua adat, nelayan, perempuan, pemuda, ilmuwan, sekolah, dan pengelola. 

Mereka memiliki hak, ketergantungan, pengetahuan, mobilitas, dan daya tawar berbeda. Peta pemangku 

kepentingan harus melihat siapa mengambil keputusan, siapa menerima manfaat, siapa menanggung 

biaya, dan siapa tidak hadir dalam forum. 

Mekanisme sentral ialah pengetahuan berbeda saling menguji dan melengkapi. Pesisir adalah ruang aliran 

sehingga tekanan dan manfaat berpindah. Dampak pembangunan di hulu dapat muncul pada terumbu; 

penutupan lokasi tangkap dapat memindahkan usaha; infrastruktur perlindungan dapat menggeser abrasi 

ke desa tetangga. 

Baseline mencakup kondisi habitat, akses, mata pencaharian, kemiskinan, gender, hak, kualitas layanan, 

tekanan, risiko, serta kapasitas institusi. Data agregat perlu dipilah karena rata-rata kabupaten dapat 

menyembunyikan pulau atau kelompok yang sangat rentan. 

Risiko utama mencakup ekstraksi pengetahuan tanpa pengakuan merusak kepercayaan. Ketidakpastian 

tidak menghapus kewajiban bertindak, tetapi menuntut prinsip kehati-hatian, skenario, monitoring, serta 

aturan yang dapat dikoreksi. Keputusan irreversible memerlukan bukti dan safeguard lebih kuat. 

Implikasi pengelolaannya ialah membangun protokol data, attribution, dan manfaat. Rencana harus 

menyebut tujuan, kondisi awal, aturan, penanggung jawab, anggaran, indikator outcome, ambang 

tindakan, mekanisme pengaduan, dan jadwal evaluasi. Peta tanpa kapasitas implementasi hanya 

menciptakan kepastian semu. 

Keadilan mencakup recognition, procedure, distribution, dan intergenerational equity. Kompensasi uang 

tidak selalu mengganti hilangnya wilayah budaya, keamanan pangan, identitas, atau hubungan dengan 

laut. Persetujuan harus bebas, didahului informasi, dan sesuai konteks hak. 

Dalam konteks Indonesia, pengetahuan lokal dan co-production memerlukan kesesuaian antara kebijakan 

nasional, provinsi, kabupaten, desa, dan pranata adat. Pulau kecil tidak boleh sekadar menjadi lokasi 

ekstraksi, wisata eksklusif, atau proyek strategis; penduduknya adalah pemegang hak serta pengelola 

garis depan. 
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8. Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi 

Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi perlu dipahami melalui tujuan, fitur, aktivitas, kompatibilitas, koridor, 

skenario, izin, serta perubahan. Tata kelola berbeda dari pemerintahan: ia mencakup aturan formal dan 

informal, distribusi kuasa, pengetahuan, pasar, norma, serta cara keputusan dibuat, dilaksanakan, 

dipersoalkan, dan diperbaiki. 

Aktor utama mencakup perikanan, konservasi, wisata, pelayaran, energi, pertahanan, budaya, dan 

permukiman. Mereka memiliki hak, ketergantungan, pengetahuan, mobilitas, dan daya tawar berbeda. 

Peta pemangku kepentingan harus melihat siapa mengambil keputusan, siapa menerima manfaat, siapa 

menanggung biaya, dan siapa tidak hadir dalam forum. 

Mekanisme sentral ialah zonasi mengatur hak serta konflik dalam ruang dan waktu. Pesisir adalah ruang 

aliran sehingga tekanan dan manfaat berpindah. Dampak pembangunan di hulu dapat muncul pada 

terumbu; penutupan lokasi tangkap dapat memindahkan usaha; infrastruktur perlindungan dapat 

menggeser abrasi ke desa tetangga. 

Baseline mencakup kondisi habitat, akses, mata pencaharian, kemiskinan, gender, hak, kualitas layanan, 

tekanan, risiko, serta kapasitas institusi. Data agregat perlu dipilah karena rata-rata kabupaten dapat 

menyembunyikan pulau atau kelompok yang sangat rentan. 

Risiko utama mencakup peta statis menyembunyikan mobilitas dan dampak kumulatif. Ketidakpastian 

tidak menghapus kewajiban bertindak, tetapi menuntut prinsip kehati-hatian, skenario, monitoring, serta 

aturan yang dapat dikoreksi. Keputusan irreversible memerlukan bukti dan safeguard lebih kuat. 

Implikasi pengelolaannya ialah menggunakan zonasi adaptif dengan aturan jelas. Rencana harus 

menyebut tujuan, kondisi awal, aturan, penanggung jawab, anggaran, indikator outcome, ambang 

tindakan, mekanisme pengaduan, dan jadwal evaluasi. Peta tanpa kapasitas implementasi hanya 

menciptakan kepastian semu. 

Keadilan mencakup recognition, procedure, distribution, dan intergenerational equity. Kompensasi uang 

tidak selalu mengganti hilangnya wilayah budaya, keamanan pangan, identitas, atau hubungan dengan 

laut. Persetujuan harus bebas, didahului informasi, dan sesuai konteks hak. 

Dalam konteks Indonesia, perencanaan ruang laut dan zonasi memerlukan kesesuaian antara kebijakan 

nasional, provinsi, kabupaten, desa, dan pranata adat. Pulau kecil tidak boleh sekadar menjadi lokasi 

ekstraksi, wisata eksklusif, atau proyek strategis; penduduknya adalah pemegang hak serta pengelola 

garis depan. 
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9. Perizinan dan Hierarki Mitigasi 

Perizinan dan Hierarki Mitigasi perlu dipahami melalui avoid, minimize, restore, offset, AMDAL, daya 

dukung, cumulative impact, dan compliance. Tata kelola berbeda dari pemerintahan: ia mencakup aturan 

formal dan informal, distribusi kuasa, pengetahuan, pasar, norma, serta cara keputusan dibuat, 

dilaksanakan, dipersoalkan, dan diperbaiki. 

Aktor utama mencakup pemrakarsa, regulator, masyarakat, konsultan, auditor, dan ekosistem. Mereka 

memiliki hak, ketergantungan, pengetahuan, mobilitas, dan daya tawar berbeda. Peta pemangku 

kepentingan harus melihat siapa mengambil keputusan, siapa menerima manfaat, siapa menanggung 

biaya, dan siapa tidak hadir dalam forum. 

Mekanisme sentral ialah izin menerjemahkan rencana menjadi kondisi operasional. Pesisir adalah ruang 

aliran sehingga tekanan dan manfaat berpindah. Dampak pembangunan di hulu dapat muncul pada 

terumbu; penutupan lokasi tangkap dapat memindahkan usaha; infrastruktur perlindungan dapat 

menggeser abrasi ke desa tetangga. 

Baseline mencakup kondisi habitat, akses, mata pencaharian, kemiskinan, gender, hak, kualitas layanan, 

tekanan, risiko, serta kapasitas institusi. Data agregat perlu dipilah karena rata-rata kabupaten dapat 

menyembunyikan pulau atau kelompok yang sangat rentan. 

Risiko utama mencakup fragmentasi proyek mengecilkan dampak total. Ketidakpastian tidak menghapus 

kewajiban bertindak, tetapi menuntut prinsip kehati-hatian, skenario, monitoring, serta aturan yang 

dapat dikoreksi. Keputusan irreversible memerlukan bukti dan safeguard lebih kuat. 

Implikasi pengelolaannya ialah menilai alternatif, kumulatif, dan kepatuhan sepanjang umur. Rencana 

harus menyebut tujuan, kondisi awal, aturan, penanggung jawab, anggaran, indikator outcome, ambang 

tindakan, mekanisme pengaduan, dan jadwal evaluasi. Peta tanpa kapasitas implementasi hanya 

menciptakan kepastian semu. 

Keadilan mencakup recognition, procedure, distribution, dan intergenerational equity. Kompensasi uang 

tidak selalu mengganti hilangnya wilayah budaya, keamanan pangan, identitas, atau hubungan dengan 

laut. Persetujuan harus bebas, didahului informasi, dan sesuai konteks hak. 

Dalam konteks Indonesia, perizinan dan hierarki mitigasi memerlukan kesesuaian antara kebijakan 

nasional, provinsi, kabupaten, desa, dan pranata adat. Pulau kecil tidak boleh sekadar menjadi lokasi 

ekstraksi, wisata eksklusif, atau proyek strategis; penduduknya adalah pemegang hak serta pengelola 

garis depan. 
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10. Perikanan Skala Kecil 

Perikanan Skala Kecil perlu dipahami melalui akses, alat, musim, wilayah, pasar, pangan, hak, co-

management, dan data. Tata kelola berbeda dari pemerintahan: ia mencakup aturan formal dan informal, 

distribusi kuasa, pengetahuan, pasar, norma, serta cara keputusan dibuat, dilaksanakan, dipersoalkan, 

dan diperbaiki. 

Aktor utama mencakup nelayan, awak, perempuan pengolah, pedagang, koperasi, kapal besar, dan 

negara. Mereka memiliki hak, ketergantungan, pengetahuan, mobilitas, dan daya tawar berbeda. Peta 

pemangku kepentingan harus melihat siapa mengambil keputusan, siapa menerima manfaat, siapa 

menanggung biaya, dan siapa tidak hadir dalam forum. 

Mekanisme sentral ialah aturan sah serta sesuai ekologi meningkatkan kepatuhan. Pesisir adalah ruang 

aliran sehingga tekanan dan manfaat berpindah. Dampak pembangunan di hulu dapat muncul pada 

terumbu; penutupan lokasi tangkap dapat memindahkan usaha; infrastruktur perlindungan dapat 

menggeser abrasi ke desa tetangga. 

Baseline mencakup kondisi habitat, akses, mata pencaharian, kemiskinan, gender, hak, kualitas layanan, 

tekanan, risiko, serta kapasitas institusi. Data agregat perlu dipilah karena rata-rata kabupaten dapat 

menyembunyikan pulau atau kelompok yang sangat rentan. 

Risiko utama mencakup kebijakan berbasis kapal besar memarginalkan nelayan kecil. Ketidakpastian tidak 

menghapus kewajiban bertindak, tetapi menuntut prinsip kehati-hatian, skenario, monitoring, serta 

aturan yang dapat dikoreksi. Keputusan irreversible memerlukan bukti dan safeguard lebih kuat. 

Implikasi pengelolaannya ialah mengakui hak, rantai nilai, dan pengelolaan bersama. Rencana harus 

menyebut tujuan, kondisi awal, aturan, penanggung jawab, anggaran, indikator outcome, ambang 

tindakan, mekanisme pengaduan, dan jadwal evaluasi. Peta tanpa kapasitas implementasi hanya 

menciptakan kepastian semu. 

Keadilan mencakup recognition, procedure, distribution, dan intergenerational equity. Kompensasi uang 

tidak selalu mengganti hilangnya wilayah budaya, keamanan pangan, identitas, atau hubungan dengan 

laut. Persetujuan harus bebas, didahului informasi, dan sesuai konteks hak. 

Dalam konteks Indonesia, perikanan skala kecil memerlukan kesesuaian antara kebijakan nasional, 

provinsi, kabupaten, desa, dan pranata adat. Pulau kecil tidak boleh sekadar menjadi lokasi ekstraksi, 

wisata eksklusif, atau proyek strategis; penduduknya adalah pemegang hak serta pengelola garis depan. 
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11. Konservasi dan Kawasan Perlindungan 

Konservasi dan Kawasan Perlindungan perlu dipahami melalui representasi, konektivitas, no-take, OECM, 

adat, kepatuhan, dan outcome. Tata kelola berbeda dari pemerintahan: ia mencakup aturan formal dan 

informal, distribusi kuasa, pengetahuan, pasar, norma, serta cara keputusan dibuat, dilaksanakan, 

dipersoalkan, dan diperbaiki. 

Aktor utama mencakup habitat, spesies, nelayan, masyarakat, wisata, ranger, dan pemerintah. Mereka 

memiliki hak, ketergantungan, pengetahuan, mobilitas, dan daya tawar berbeda. Peta pemangku 

kepentingan harus melihat siapa mengambil keputusan, siapa menerima manfaat, siapa menanggung 

biaya, dan siapa tidak hadir dalam forum. 

Mekanisme sentral ialah perlindungan efektif mengurangi tekanan serta menjaga proses. Pesisir adalah 

ruang aliran sehingga tekanan dan manfaat berpindah. Dampak pembangunan di hulu dapat muncul pada 

terumbu; penutupan lokasi tangkap dapat memindahkan usaha; infrastruktur perlindungan dapat 

menggeser abrasi ke desa tetangga. 

Baseline mencakup kondisi habitat, akses, mata pencaharian, kemiskinan, gender, hak, kualitas layanan, 

tekanan, risiko, serta kapasitas institusi. Data agregat perlu dipilah karena rata-rata kabupaten dapat 

menyembunyikan pulau atau kelompok yang sangat rentan. 

Risiko utama mencakup luas di peta menggantikan mutu pengelolaan. Ketidakpastian tidak menghapus 

kewajiban bertindak, tetapi menuntut prinsip kehati-hatian, skenario, monitoring, serta aturan yang 

dapat dikoreksi. Keputusan irreversible memerlukan bukti dan safeguard lebih kuat. 

Implikasi pengelolaannya ialah menghubungkan konservasi dengan seascape dan hak. Rencana harus 

menyebut tujuan, kondisi awal, aturan, penanggung jawab, anggaran, indikator outcome, ambang 

tindakan, mekanisme pengaduan, dan jadwal evaluasi. Peta tanpa kapasitas implementasi hanya 

menciptakan kepastian semu. 

Keadilan mencakup recognition, procedure, distribution, dan intergenerational equity. Kompensasi uang 

tidak selalu mengganti hilangnya wilayah budaya, keamanan pangan, identitas, atau hubungan dengan 

laut. Persetujuan harus bebas, didahului informasi, dan sesuai konteks hak. 

Dalam konteks Indonesia, konservasi dan kawasan perlindungan memerlukan kesesuaian antara 

kebijakan nasional, provinsi, kabupaten, desa, dan pranata adat. Pulau kecil tidak boleh sekadar menjadi 

lokasi ekstraksi, wisata eksklusif, atau proyek strategis; penduduknya adalah pemegang hak serta 

pengelola garis depan. 
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12. Pariwisata Pesisir dan Pulau Kecil 

Pariwisata Pesisir dan Pulau Kecil perlu dipahami melalui daya dukung, air, sampah, reef, budaya, tenaga 

kerja, kebocoran, dan seasonality. Tata kelola berbeda dari pemerintahan: ia mencakup aturan formal dan 

informal, distribusi kuasa, pengetahuan, pasar, norma, serta cara keputusan dibuat, dilaksanakan, 

dipersoalkan, dan diperbaiki. 

Aktor utama mencakup wisatawan, operator, warga, pekerja, investor, desa, dan ekosistem. Mereka 

memiliki hak, ketergantungan, pengetahuan, mobilitas, dan daya tawar berbeda. Peta pemangku 

kepentingan harus melihat siapa mengambil keputusan, siapa menerima manfaat, siapa menanggung 

biaya, dan siapa tidak hadir dalam forum. 

Mekanisme sentral ialah pariwisata mengubah harga, akses, pekerjaan, dan tekanan. Pesisir adalah ruang 

aliran sehingga tekanan dan manfaat berpindah. Dampak pembangunan di hulu dapat muncul pada 

terumbu; penutupan lokasi tangkap dapat memindahkan usaha; infrastruktur perlindungan dapat 

menggeser abrasi ke desa tetangga. 

Baseline mencakup kondisi habitat, akses, mata pencaharian, kemiskinan, gender, hak, kualitas layanan, 

tekanan, risiko, serta kapasitas institusi. Data agregat perlu dipilah karena rata-rata kabupaten dapat 

menyembunyikan pulau atau kelompok yang sangat rentan. 

Risiko utama mencakup jumlah kunjungan menjadi satu-satunya ukuran sukses. Ketidakpastian tidak 

menghapus kewajiban bertindak, tetapi menuntut prinsip kehati-hatian, skenario, monitoring, serta 

aturan yang dapat dikoreksi. Keputusan irreversible memerlukan bukti dan safeguard lebih kuat. 

Implikasi pengelolaannya ialah mengatur batas, standar, benefit sharing, dan diversifikasi. Rencana harus 

menyebut tujuan, kondisi awal, aturan, penanggung jawab, anggaran, indikator outcome, ambang 

tindakan, mekanisme pengaduan, dan jadwal evaluasi. Peta tanpa kapasitas implementasi hanya 

menciptakan kepastian semu. 

Keadilan mencakup recognition, procedure, distribution, dan intergenerational equity. Kompensasi uang 

tidak selalu mengganti hilangnya wilayah budaya, keamanan pangan, identitas, atau hubungan dengan 

laut. Persetujuan harus bebas, didahului informasi, dan sesuai konteks hak. 

Dalam konteks Indonesia, pariwisata pesisir dan pulau kecil memerlukan kesesuaian antara kebijakan 

nasional, provinsi, kabupaten, desa, dan pranata adat. Pulau kecil tidak boleh sekadar menjadi lokasi 

ekstraksi, wisata eksklusif, atau proyek strategis; penduduknya adalah pemegang hak serta pengelola 

garis depan. 
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13. Infrastruktur, Permukiman, dan Kota Pesisir 

Infrastruktur, Permukiman, dan Kota Pesisir perlu dipahami melalui pelabuhan, jalan, air, sanitasi, energi, 

perumahan, setback, drainage, dan layanan. Tata kelola berbeda dari pemerintahan: ia mencakup aturan 

formal dan informal, distribusi kuasa, pengetahuan, pasar, norma, serta cara keputusan dibuat, 

dilaksanakan, dipersoalkan, dan diperbaiki. 

Aktor utama mencakup warga, pemerintah, utilitas, pengembang, pelabuhan, serta ekosistem. Mereka 

memiliki hak, ketergantungan, pengetahuan, mobilitas, dan daya tawar berbeda. Peta pemangku 

kepentingan harus melihat siapa mengambil keputusan, siapa menerima manfaat, siapa menanggung 

biaya, dan siapa tidak hadir dalam forum. 

Mekanisme sentral ialah infrastruktur membentuk pola risiko dan akses jangka panjang. Pesisir adalah 

ruang aliran sehingga tekanan dan manfaat berpindah. Dampak pembangunan di hulu dapat muncul pada 

terumbu; penutupan lokasi tangkap dapat memindahkan usaha; infrastruktur perlindungan dapat 

menggeser abrasi ke desa tetangga. 

Baseline mencakup kondisi habitat, akses, mata pencaharian, kemiskinan, gender, hak, kualitas layanan, 

tekanan, risiko, serta kapasitas institusi. Data agregat perlu dipilah karena rata-rata kabupaten dapat 

menyembunyikan pulau atau kelompok yang sangat rentan. 

Risiko utama mencakup hard protection mengunci pembangunan di zona bahaya. Ketidakpastian tidak 

menghapus kewajiban bertindak, tetapi menuntut prinsip kehati-hatian, skenario, monitoring, serta 

aturan yang dapat dikoreksi. Keputusan irreversible memerlukan bukti dan safeguard lebih kuat. 

Implikasi pengelolaannya ialah menggunakan tata ruang aman dan infrastruktur hijau-abu. Rencana harus 

menyebut tujuan, kondisi awal, aturan, penanggung jawab, anggaran, indikator outcome, ambang 

tindakan, mekanisme pengaduan, dan jadwal evaluasi. Peta tanpa kapasitas implementasi hanya 

menciptakan kepastian semu. 

Keadilan mencakup recognition, procedure, distribution, dan intergenerational equity. Kompensasi uang 

tidak selalu mengganti hilangnya wilayah budaya, keamanan pangan, identitas, atau hubungan dengan 

laut. Persetujuan harus bebas, didahului informasi, dan sesuai konteks hak. 

Dalam konteks Indonesia, infrastruktur, permukiman, dan kota pesisir memerlukan kesesuaian antara 

kebijakan nasional, provinsi, kabupaten, desa, dan pranata adat. Pulau kecil tidak boleh sekadar menjadi 

lokasi ekstraksi, wisata eksklusif, atau proyek strategis; penduduknya adalah pemegang hak serta 

pengelola garis depan. 
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14. Reklamasi, Tambang, dan Ekstraksi 

Reklamasi, Tambang, dan Ekstraksi perlu dipahami melalui material, sediment plume, habitat loss, 

hydrodynamics, subsidence, sosial, dan kumulatif. Tata kelola berbeda dari pemerintahan: ia mencakup 

aturan formal dan informal, distribusi kuasa, pengetahuan, pasar, norma, serta cara keputusan dibuat, 

dilaksanakan, dipersoalkan, dan diperbaiki. 

Aktor utama mencakup perusahaan, pekerja, nelayan, kota, regulator, pemasok, dan alam. Mereka 

memiliki hak, ketergantungan, pengetahuan, mobilitas, dan daya tawar berbeda. Peta pemangku 

kepentingan harus melihat siapa mengambil keputusan, siapa menerima manfaat, siapa menanggung 

biaya, dan siapa tidak hadir dalam forum. 

Mekanisme sentral ialah perubahan garis pantai memindahkan arus, sedimentasi, serta akses. Pesisir 

adalah ruang aliran sehingga tekanan dan manfaat berpindah. Dampak pembangunan di hulu dapat 

muncul pada terumbu; penutupan lokasi tangkap dapat memindahkan usaha; infrastruktur perlindungan 

dapat menggeser abrasi ke desa tetangga. 

Baseline mencakup kondisi habitat, akses, mata pencaharian, kemiskinan, gender, hak, kualitas layanan, 

tekanan, risiko, serta kapasitas institusi. Data agregat perlu dipilah karena rata-rata kabupaten dapat 

menyembunyikan pulau atau kelompok yang sangat rentan. 

Risiko utama mencakup manfaat makro menutupi biaya lokal dan irreversible loss. Ketidakpastian tidak 

menghapus kewajiban bertindak, tetapi menuntut prinsip kehati-hatian, skenario, monitoring, serta 

aturan yang dapat dikoreksi. Keputusan irreversible memerlukan bukti dan safeguard lebih kuat. 

Implikasi pengelolaannya ialah menerapkan kehati-hatian serta no-go pada area rentan. Rencana harus 

menyebut tujuan, kondisi awal, aturan, penanggung jawab, anggaran, indikator outcome, ambang 

tindakan, mekanisme pengaduan, dan jadwal evaluasi. Peta tanpa kapasitas implementasi hanya 

menciptakan kepastian semu. 

Keadilan mencakup recognition, procedure, distribution, dan intergenerational equity. Kompensasi uang 

tidak selalu mengganti hilangnya wilayah budaya, keamanan pangan, identitas, atau hubungan dengan 

laut. Persetujuan harus bebas, didahului informasi, dan sesuai konteks hak. 

Dalam konteks Indonesia, reklamasi, tambang, dan ekstraksi memerlukan kesesuaian antara kebijakan 

nasional, provinsi, kabupaten, desa, dan pranata adat. Pulau kecil tidak boleh sekadar menjadi lokasi 

ekstraksi, wisata eksklusif, atau proyek strategis; penduduknya adalah pemegang hak serta pengelola 

garis depan. 



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD  |  Tata Kelola Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil 

Halaman 19 

15. Pencemaran dari Hulu ke Laut 

Pencemaran dari Hulu ke Laut perlu dipahami melalui nutrien, sedimen, plastik, limbah domestik, industri, 

minyak, logam, dan mikroba. Tata kelola berbeda dari pemerintahan: ia mencakup aturan formal dan 

informal, distribusi kuasa, pengetahuan, pasar, norma, serta cara keputusan dibuat, dilaksanakan, 

dipersoalkan, dan diperbaiki. 

Aktor utama mencakup DAS, pertanian, kota, industri, kapal, sungai, pantai, dan biota. Mereka memiliki 

hak, ketergantungan, pengetahuan, mobilitas, dan daya tawar berbeda. Peta pemangku kepentingan 

harus melihat siapa mengambil keputusan, siapa menerima manfaat, siapa menanggung biaya, dan siapa 

tidak hadir dalam forum. 

Mekanisme sentral ialah sumber di darat menghasilkan dampak jauh di pesisir. Pesisir adalah ruang aliran 

sehingga tekanan dan manfaat berpindah. Dampak pembangunan di hulu dapat muncul pada terumbu; 

penutupan lokasi tangkap dapat memindahkan usaha; infrastruktur perlindungan dapat menggeser abrasi 

ke desa tetangga. 

Baseline mencakup kondisi habitat, akses, mata pencaharian, kemiskinan, gender, hak, kualitas layanan, 

tekanan, risiko, serta kapasitas institusi. Data agregat perlu dipilah karena rata-rata kabupaten dapat 

menyembunyikan pulau atau kelompok yang sangat rentan. 

Risiko utama mencakup pembersihan pantai menggantikan pengendalian sumber. Ketidakpastian tidak 

menghapus kewajiban bertindak, tetapi menuntut prinsip kehati-hatian, skenario, monitoring, serta 

aturan yang dapat dikoreksi. Keputusan irreversible memerlukan bukti dan safeguard lebih kuat. 

Implikasi pengelolaannya ialah menerapkan source-to-sea dan polluter pays. Rencana harus menyebut 

tujuan, kondisi awal, aturan, penanggung jawab, anggaran, indikator outcome, ambang tindakan, 

mekanisme pengaduan, dan jadwal evaluasi. Peta tanpa kapasitas implementasi hanya menciptakan 

kepastian semu. 

Keadilan mencakup recognition, procedure, distribution, dan intergenerational equity. Kompensasi uang 

tidak selalu mengganti hilangnya wilayah budaya, keamanan pangan, identitas, atau hubungan dengan 

laut. Persetujuan harus bebas, didahului informasi, dan sesuai konteks hak. 

Dalam konteks Indonesia, pencemaran dari hulu ke laut memerlukan kesesuaian antara kebijakan 

nasional, provinsi, kabupaten, desa, dan pranata adat. Pulau kecil tidak boleh sekadar menjadi lokasi 

ekstraksi, wisata eksklusif, atau proyek strategis; penduduknya adalah pemegang hak serta pengelola 

garis depan. 
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16. Air Tawar, Pangan, Energi, dan Limbah Pulau 

Air Tawar, Pangan, Energi, dan Limbah Pulau perlu dipahami melalui akuifer, hujan, desalination, storage, 

impor, cold chain, renewable, dan circularity. Tata kelola berbeda dari pemerintahan: ia mencakup aturan 

formal dan informal, distribusi kuasa, pengetahuan, pasar, norma, serta cara keputusan dibuat, 

dilaksanakan, dipersoalkan, dan diperbaiki. 

Aktor utama mencakup rumah tangga, hotel, petani, nelayan, utilitas, kapal, dan pemerintah. Mereka 

memiliki hak, ketergantungan, pengetahuan, mobilitas, dan daya tawar berbeda. Peta pemangku 

kepentingan harus melihat siapa mengambil keputusan, siapa menerima manfaat, siapa menanggung 

biaya, dan siapa tidak hadir dalam forum. 

Mekanisme sentral ialah nexus air–energi–pangan menentukan daya dukung pulau. Pesisir adalah ruang 

aliran sehingga tekanan dan manfaat berpindah. Dampak pembangunan di hulu dapat muncul pada 

terumbu; penutupan lokasi tangkap dapat memindahkan usaha; infrastruktur perlindungan dapat 

menggeser abrasi ke desa tetangga. 

Baseline mencakup kondisi habitat, akses, mata pencaharian, kemiskinan, gender, hak, kualitas layanan, 

tekanan, risiko, serta kapasitas institusi. Data agregat perlu dipilah karena rata-rata kabupaten dapat 

menyembunyikan pulau atau kelompok yang sangat rentan. 

Risiko utama mencakup subsidi terpisah menciptakan ketergantungan dan limbah. Ketidakpastian tidak 

menghapus kewajiban bertindak, tetapi menuntut prinsip kehati-hatian, skenario, monitoring, serta 

aturan yang dapat dikoreksi. Keputusan irreversible memerlukan bukti dan safeguard lebih kuat. 

Implikasi pengelolaannya ialah menggunakan neraca sumber, demand management, dan diversifikasi. 

Rencana harus menyebut tujuan, kondisi awal, aturan, penanggung jawab, anggaran, indikator outcome, 

ambang tindakan, mekanisme pengaduan, dan jadwal evaluasi. Peta tanpa kapasitas implementasi hanya 

menciptakan kepastian semu. 

Keadilan mencakup recognition, procedure, distribution, dan intergenerational equity. Kompensasi uang 

tidak selalu mengganti hilangnya wilayah budaya, keamanan pangan, identitas, atau hubungan dengan 

laut. Persetujuan harus bebas, didahului informasi, dan sesuai konteks hak. 

Dalam konteks Indonesia, air tawar, pangan, energi, dan limbah pulau memerlukan kesesuaian antara 

kebijakan nasional, provinsi, kabupaten, desa, dan pranata adat. Pulau kecil tidak boleh sekadar menjadi 

lokasi ekstraksi, wisata eksklusif, atau proyek strategis; penduduknya adalah pemegang hak serta 

pengelola garis depan. 
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17. Risiko Bencana dan Multi-hazard 

Risiko Bencana dan Multi-hazard perlu dipahami melalui tsunami, gempa, badai, banjir, abrasi, longsor, 

vulkanik, kekeringan, dan compound risk. Tata kelola berbeda dari pemerintahan: ia mencakup aturan 

formal dan informal, distribusi kuasa, pengetahuan, pasar, norma, serta cara keputusan dibuat, 

dilaksanakan, dipersoalkan, dan diperbaiki. 

Aktor utama mencakup penduduk, turis, sekolah, rumah sakit, pelabuhan, jalur evakuasi, dan ekosistem. 

Mereka memiliki hak, ketergantungan, pengetahuan, mobilitas, dan daya tawar berbeda. Peta pemangku 

kepentingan harus melihat siapa mengambil keputusan, siapa menerima manfaat, siapa menanggung 

biaya, dan siapa tidak hadir dalam forum. 

Mekanisme sentral ialah bahaya menjadi bencana melalui paparan serta kerentanan. Pesisir adalah ruang 

aliran sehingga tekanan dan manfaat berpindah. Dampak pembangunan di hulu dapat muncul pada 

terumbu; penutupan lokasi tangkap dapat memindahkan usaha; infrastruktur perlindungan dapat 

menggeser abrasi ke desa tetangga. 

Baseline mencakup kondisi habitat, akses, mata pencaharian, kemiskinan, gender, hak, kualitas layanan, 

tekanan, risiko, serta kapasitas institusi. Data agregat perlu dipilah karena rata-rata kabupaten dapat 

menyembunyikan pulau atau kelompok yang sangat rentan. 

Risiko utama mencakup peta satu bahaya memberi rasa aman palsu. Ketidakpastian tidak menghapus 

kewajiban bertindak, tetapi menuntut prinsip kehati-hatian, skenario, monitoring, serta aturan yang 

dapat dikoreksi. Keputusan irreversible memerlukan bukti dan safeguard lebih kuat. 

Implikasi pengelolaannya ialah menggunakan skenario multi-hazard dan latihan. Rencana harus menyebut 

tujuan, kondisi awal, aturan, penanggung jawab, anggaran, indikator outcome, ambang tindakan, 

mekanisme pengaduan, dan jadwal evaluasi. Peta tanpa kapasitas implementasi hanya menciptakan 

kepastian semu. 

Keadilan mencakup recognition, procedure, distribution, dan intergenerational equity. Kompensasi uang 

tidak selalu mengganti hilangnya wilayah budaya, keamanan pangan, identitas, atau hubungan dengan 

laut. Persetujuan harus bebas, didahului informasi, dan sesuai konteks hak. 

Dalam konteks Indonesia, risiko bencana dan multi-hazard memerlukan kesesuaian antara kebijakan 

nasional, provinsi, kabupaten, desa, dan pranata adat. Pulau kecil tidak boleh sekadar menjadi lokasi 

ekstraksi, wisata eksklusif, atau proyek strategis; penduduknya adalah pemegang hak serta pengelola 

garis depan. 
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18. Perubahan Iklim dan Adaptasi 

Perubahan Iklim dan Adaptasi perlu dipahami melalui sea-level rise, warming, acidification, 

deoxygenation, extreme events, salinity, dan mobility. Tata kelola berbeda dari pemerintahan: ia 

mencakup aturan formal dan informal, distribusi kuasa, pengetahuan, pasar, norma, serta cara keputusan 

dibuat, dilaksanakan, dipersoalkan, dan diperbaiki. 

Aktor utama mencakup karang, mangrove, lamun, perikanan, infrastruktur, air, kesehatan, dan budaya. 

Mereka memiliki hak, ketergantungan, pengetahuan, mobilitas, dan daya tawar berbeda. Peta pemangku 

kepentingan harus melihat siapa mengambil keputusan, siapa menerima manfaat, siapa menanggung 

biaya, dan siapa tidak hadir dalam forum. 

Mekanisme sentral ialah iklim menggeser baseline, batas, musim, serta kelayakan investasi. Pesisir adalah 

ruang aliran sehingga tekanan dan manfaat berpindah. Dampak pembangunan di hulu dapat muncul pada 

terumbu; penutupan lokasi tangkap dapat memindahkan usaha; infrastruktur perlindungan dapat 

menggeser abrasi ke desa tetangga. 

Baseline mencakup kondisi habitat, akses, mata pencaharian, kemiskinan, gender, hak, kualitas layanan, 

tekanan, risiko, serta kapasitas institusi. Data agregat perlu dipilah karena rata-rata kabupaten dapat 

menyembunyikan pulau atau kelompok yang sangat rentan. 

Risiko utama mencakup adaptasi proyek tunggal menimbulkan maladaptation. Ketidakpastian tidak 

menghapus kewajiban bertindak, tetapi menuntut prinsip kehati-hatian, skenario, monitoring, serta 

aturan yang dapat dikoreksi. Keputusan irreversible memerlukan bukti dan safeguard lebih kuat. 

Implikasi pengelolaannya ialah menggunakan pathways, trigger, dan portfolio adaptation. Rencana harus 

menyebut tujuan, kondisi awal, aturan, penanggung jawab, anggaran, indikator outcome, ambang 

tindakan, mekanisme pengaduan, dan jadwal evaluasi. Peta tanpa kapasitas implementasi hanya 

menciptakan kepastian semu. 

Keadilan mencakup recognition, procedure, distribution, dan intergenerational equity. Kompensasi uang 

tidak selalu mengganti hilangnya wilayah budaya, keamanan pangan, identitas, atau hubungan dengan 

laut. Persetujuan harus bebas, didahului informasi, dan sesuai konteks hak. 

Dalam konteks Indonesia, perubahan iklim dan adaptasi memerlukan kesesuaian antara kebijakan 

nasional, provinsi, kabupaten, desa, dan pranata adat. Pulau kecil tidak boleh sekadar menjadi lokasi 

ekstraksi, wisata eksklusif, atau proyek strategis; penduduknya adalah pemegang hak serta pengelola 

garis depan. 
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19. Solusi Berbasis Alam dan Restorasi 

Solusi Berbasis Alam dan Restorasi perlu dipahami melalui mangrove, lamun, terumbu, dune, wetland, 

hybrid defense, dan assisted recovery. Tata kelola berbeda dari pemerintahan: ia mencakup aturan formal 

dan informal, distribusi kuasa, pengetahuan, pasar, norma, serta cara keputusan dibuat, dilaksanakan, 

dipersoalkan, dan diperbaiki. 

Aktor utama mencakup ekosistem, komunitas, engineer, nursery, donor genetik, dan pemerintah. Mereka 

memiliki hak, ketergantungan, pengetahuan, mobilitas, dan daya tawar berbeda. Peta pemangku 

kepentingan harus melihat siapa mengambil keputusan, siapa menerima manfaat, siapa menanggung 

biaya, dan siapa tidak hadir dalam forum. 

Mekanisme sentral ialah fungsi alam mengurangi energi gelombang serta memberi co-benefit. Pesisir 

adalah ruang aliran sehingga tekanan dan manfaat berpindah. Dampak pembangunan di hulu dapat 

muncul pada terumbu; penutupan lokasi tangkap dapat memindahkan usaha; infrastruktur perlindungan 

dapat menggeser abrasi ke desa tetangga. 

Baseline mencakup kondisi habitat, akses, mata pencaharian, kemiskinan, gender, hak, kualitas layanan, 

tekanan, risiko, serta kapasitas institusi. Data agregat perlu dipilah karena rata-rata kabupaten dapat 

menyembunyikan pulau atau kelompok yang sangat rentan. 

Risiko utama mencakup penanaman menjadi proyek seremonial tanpa perbaikan proses. Ketidakpastian 

tidak menghapus kewajiban bertindak, tetapi menuntut prinsip kehati-hatian, skenario, monitoring, serta 

aturan yang dapat dikoreksi. Keputusan irreversible memerlukan bukti dan safeguard lebih kuat. 

Implikasi pengelolaannya ialah melindungi dulu, pulihkan penyebab, lalu tanam. Rencana harus menyebut 

tujuan, kondisi awal, aturan, penanggung jawab, anggaran, indikator outcome, ambang tindakan, 

mekanisme pengaduan, dan jadwal evaluasi. Peta tanpa kapasitas implementasi hanya menciptakan 

kepastian semu. 

Keadilan mencakup recognition, procedure, distribution, dan intergenerational equity. Kompensasi uang 

tidak selalu mengganti hilangnya wilayah budaya, keamanan pangan, identitas, atau hubungan dengan 

laut. Persetujuan harus bebas, didahului informasi, dan sesuai konteks hak. 

Dalam konteks Indonesia, solusi berbasis alam dan restorasi memerlukan kesesuaian antara kebijakan 

nasional, provinsi, kabupaten, desa, dan pranata adat. Pulau kecil tidak boleh sekadar menjadi lokasi 

ekstraksi, wisata eksklusif, atau proyek strategis; penduduknya adalah pemegang hak serta pengelola 

garis depan. 
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20. Ekonomi Biru dan Mata Pencaharian 

Ekonomi Biru dan Mata Pencaharian perlu dipahami melalui perikanan, budidaya, wisata, bioteknologi, 

energi, transportasi, circularity, dan decent work. Tata kelola berbeda dari pemerintahan: ia mencakup 

aturan formal dan informal, distribusi kuasa, pengetahuan, pasar, norma, serta cara keputusan dibuat, 

dilaksanakan, dipersoalkan, dan diperbaiki. 

Aktor utama mencakup UMKM, koperasi, pekerja, investor, pemerintah, komunitas, dan pasar. Mereka 

memiliki hak, ketergantungan, pengetahuan, mobilitas, dan daya tawar berbeda. Peta pemangku 

kepentingan harus melihat siapa mengambil keputusan, siapa menerima manfaat, siapa menanggung 

biaya, dan siapa tidak hadir dalam forum. 

Mekanisme sentral ialah diversifikasi mengurangi ketergantungan bila batas ekologis dipatuhi. Pesisir 

adalah ruang aliran sehingga tekanan dan manfaat berpindah. Dampak pembangunan di hulu dapat 

muncul pada terumbu; penutupan lokasi tangkap dapat memindahkan usaha; infrastruktur perlindungan 

dapat menggeser abrasi ke desa tetangga. 

Baseline mencakup kondisi habitat, akses, mata pencaharian, kemiskinan, gender, hak, kualitas layanan, 

tekanan, risiko, serta kapasitas institusi. Data agregat perlu dipilah karena rata-rata kabupaten dapat 

menyembunyikan pulau atau kelompok yang sangat rentan. 

Risiko utama mencakup blue washing memprivatisasi manfaat dan mensosialisasi biaya. Ketidakpastian 

tidak menghapus kewajiban bertindak, tetapi menuntut prinsip kehati-hatian, skenario, monitoring, serta 

aturan yang dapat dikoreksi. Keputusan irreversible memerlukan bukti dan safeguard lebih kuat. 

Implikasi pengelolaannya ialah mengukur local value, equity, dan ecological additionality. Rencana harus 

menyebut tujuan, kondisi awal, aturan, penanggung jawab, anggaran, indikator outcome, ambang 

tindakan, mekanisme pengaduan, dan jadwal evaluasi. Peta tanpa kapasitas implementasi hanya 

menciptakan kepastian semu. 

Keadilan mencakup recognition, procedure, distribution, dan intergenerational equity. Kompensasi uang 

tidak selalu mengganti hilangnya wilayah budaya, keamanan pangan, identitas, atau hubungan dengan 

laut. Persetujuan harus bebas, didahului informasi, dan sesuai konteks hak. 

Dalam konteks Indonesia, ekonomi biru dan mata pencaharian memerlukan kesesuaian antara kebijakan 

nasional, provinsi, kabupaten, desa, dan pranata adat. Pulau kecil tidak boleh sekadar menjadi lokasi 

ekstraksi, wisata eksklusif, atau proyek strategis; penduduknya adalah pemegang hak serta pengelola 

garis depan. 
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21. Pulau Kecil Terluar dan Perbatasan 

Pulau Kecil Terluar dan Perbatasan perlu dipahami melalui kedaulatan, layanan dasar, konektivitas, 

keamanan, perdagangan, identitas, dan diplomasi. Tata kelola berbeda dari pemerintahan: ia mencakup 

aturan formal dan informal, distribusi kuasa, pengetahuan, pasar, norma, serta cara keputusan dibuat, 

dilaksanakan, dipersoalkan, dan diperbaiki. 

Aktor utama mencakup warga perbatasan, aparat, nelayan, negara tetangga, pasar, dan ekosistem. 

Mereka memiliki hak, ketergantungan, pengetahuan, mobilitas, dan daya tawar berbeda. Peta pemangku 

kepentingan harus melihat siapa mengambil keputusan, siapa menerima manfaat, siapa menanggung 

biaya, dan siapa tidak hadir dalam forum. 

Mekanisme sentral ialah kehadiran layanan serta ekonomi lokal memperkuat keterikatan wilayah. Pesisir 

adalah ruang aliran sehingga tekanan dan manfaat berpindah. Dampak pembangunan di hulu dapat 

muncul pada terumbu; penutupan lokasi tangkap dapat memindahkan usaha; infrastruktur perlindungan 

dapat menggeser abrasi ke desa tetangga. 

Baseline mencakup kondisi habitat, akses, mata pencaharian, kemiskinan, gender, hak, kualitas layanan, 

tekanan, risiko, serta kapasitas institusi. Data agregat perlu dipilah karena rata-rata kabupaten dapat 

menyembunyikan pulau atau kelompok yang sangat rentan. 

Risiko utama mencakup sekuritisasi mengabaikan kebutuhan warga dan ekologi. Ketidakpastian tidak 

menghapus kewajiban bertindak, tetapi menuntut prinsip kehati-hatian, skenario, monitoring, serta 

aturan yang dapat dikoreksi. Keputusan irreversible memerlukan bukti dan safeguard lebih kuat. 

Implikasi pengelolaannya ialah menggabungkan kesejahteraan, konektivitas, serta pengawasan. Rencana 

harus menyebut tujuan, kondisi awal, aturan, penanggung jawab, anggaran, indikator outcome, ambang 

tindakan, mekanisme pengaduan, dan jadwal evaluasi. Peta tanpa kapasitas implementasi hanya 

menciptakan kepastian semu. 

Keadilan mencakup recognition, procedure, distribution, dan intergenerational equity. Kompensasi uang 

tidak selalu mengganti hilangnya wilayah budaya, keamanan pangan, identitas, atau hubungan dengan 

laut. Persetujuan harus bebas, didahului informasi, dan sesuai konteks hak. 

Dalam konteks Indonesia, pulau kecil terluar dan perbatasan memerlukan kesesuaian antara kebijakan 

nasional, provinsi, kabupaten, desa, dan pranata adat. Pulau kecil tidak boleh sekadar menjadi lokasi 

ekstraksi, wisata eksklusif, atau proyek strategis; penduduknya adalah pemegang hak serta pengelola 

garis depan. 
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22. Data, Teknologi, dan Pemantauan 

Data, Teknologi, dan Pemantauan perlu dipahami melalui remote sensing, drone, buoy, eDNA, AIS, citizen 

science, portal, dan early warning. Tata kelola berbeda dari pemerintahan: ia mencakup aturan formal 

dan informal, distribusi kuasa, pengetahuan, pasar, norma, serta cara keputusan dibuat, dilaksanakan, 

dipersoalkan, dan diperbaiki. 

Aktor utama mencakup komunitas, universitas, pemerintah, satelit, sensor, dan pengambil keputusan. 

Mereka memiliki hak, ketergantungan, pengetahuan, mobilitas, dan daya tawar berbeda. Peta pemangku 

kepentingan harus melihat siapa mengambil keputusan, siapa menerima manfaat, siapa menanggung 

biaya, dan siapa tidak hadir dalam forum. 

Mekanisme sentral ialah data menjadi nilai bila terkait ambang serta tindakan. Pesisir adalah ruang aliran 

sehingga tekanan dan manfaat berpindah. Dampak pembangunan di hulu dapat muncul pada terumbu; 

penutupan lokasi tangkap dapat memindahkan usaha; infrastruktur perlindungan dapat menggeser abrasi 

ke desa tetangga. 

Baseline mencakup kondisi habitat, akses, mata pencaharian, kemiskinan, gender, hak, kualitas layanan, 

tekanan, risiko, serta kapasitas institusi. Data agregat perlu dipilah karena rata-rata kabupaten dapat 

menyembunyikan pulau atau kelompok yang sangat rentan. 

Risiko utama mencakup dashboard tanpa kapasitas tindak menambah ilusi kontrol. Ketidakpastian tidak 

menghapus kewajiban bertindak, tetapi menuntut prinsip kehati-hatian, skenario, monitoring, serta 

aturan yang dapat dikoreksi. Keputusan irreversible memerlukan bukti dan safeguard lebih kuat. 

Implikasi pengelolaannya ialah membangun observatorium terdistribusi dan data governance. Rencana 

harus menyebut tujuan, kondisi awal, aturan, penanggung jawab, anggaran, indikator outcome, ambang 

tindakan, mekanisme pengaduan, dan jadwal evaluasi. Peta tanpa kapasitas implementasi hanya 

menciptakan kepastian semu. 

Keadilan mencakup recognition, procedure, distribution, dan intergenerational equity. Kompensasi uang 

tidak selalu mengganti hilangnya wilayah budaya, keamanan pangan, identitas, atau hubungan dengan 

laut. Persetujuan harus bebas, didahului informasi, dan sesuai konteks hak. 

Dalam konteks Indonesia, data, teknologi, dan pemantauan memerlukan kesesuaian antara kebijakan 

nasional, provinsi, kabupaten, desa, dan pranata adat. Pulau kecil tidak boleh sekadar menjadi lokasi 

ekstraksi, wisata eksklusif, atau proyek strategis; penduduknya adalah pemegang hak serta pengelola 

garis depan. 
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23. Penegakan Hukum dan Kepatuhan 

Penegakan Hukum dan Kepatuhan perlu dipahami melalui legitimasi, deteksi, bukti, sanksi, restorasi, 

adjudication, dan transparency. Tata kelola berbeda dari pemerintahan: ia mencakup aturan formal dan 

informal, distribusi kuasa, pengetahuan, pasar, norma, serta cara keputusan dibuat, dilaksanakan, 

dipersoalkan, dan diperbaiki. 

Aktor utama mencakup masyarakat, ranger, polisi, PPNS, jaksa, hakim, media, dan pelanggar. Mereka 

memiliki hak, ketergantungan, pengetahuan, mobilitas, dan daya tawar berbeda. Peta pemangku 

kepentingan harus melihat siapa mengambil keputusan, siapa menerima manfaat, siapa menanggung 

biaya, dan siapa tidak hadir dalam forum. 

Mekanisme sentral ialah kepatuhan muncul dari keadilan, norma, insentif, dan deterrence. Pesisir adalah 

ruang aliran sehingga tekanan dan manfaat berpindah. Dampak pembangunan di hulu dapat muncul pada 

terumbu; penutupan lokasi tangkap dapat memindahkan usaha; infrastruktur perlindungan dapat 

menggeser abrasi ke desa tetangga. 

Baseline mencakup kondisi habitat, akses, mata pencaharian, kemiskinan, gender, hak, kualitas layanan, 

tekanan, risiko, serta kapasitas institusi. Data agregat perlu dipilah karena rata-rata kabupaten dapat 

menyembunyikan pulau atau kelompok yang sangat rentan. 

Risiko utama mencakup razia sesaat tanpa tindak lanjut melemahkan hukum. Ketidakpastian tidak 

menghapus kewajiban bertindak, tetapi menuntut prinsip kehati-hatian, skenario, monitoring, serta 

aturan yang dapat dikoreksi. Keputusan irreversible memerlukan bukti dan safeguard lebih kuat. 

Implikasi pengelolaannya ialah membangun rantai penegakan serta restorative justice. Rencana harus 

menyebut tujuan, kondisi awal, aturan, penanggung jawab, anggaran, indikator outcome, ambang 

tindakan, mekanisme pengaduan, dan jadwal evaluasi. Peta tanpa kapasitas implementasi hanya 

menciptakan kepastian semu. 

Keadilan mencakup recognition, procedure, distribution, dan intergenerational equity. Kompensasi uang 

tidak selalu mengganti hilangnya wilayah budaya, keamanan pangan, identitas, atau hubungan dengan 

laut. Persetujuan harus bebas, didahului informasi, dan sesuai konteks hak. 

Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum dan kepatuhan memerlukan kesesuaian antara kebijakan 

nasional, provinsi, kabupaten, desa, dan pranata adat. Pulau kecil tidak boleh sekadar menjadi lokasi 

ekstraksi, wisata eksklusif, atau proyek strategis; penduduknya adalah pemegang hak serta pengelola 

garis depan. 
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24. Pembiayaan dan Akuntabilitas 

Pembiayaan dan Akuntabilitas perlu dipahami melalui APBN, APBD, dana desa, trust fund, retribusi, 

insurance, bond, PES, dan audit. Tata kelola berbeda dari pemerintahan: ia mencakup aturan formal dan 

informal, distribusi kuasa, pengetahuan, pasar, norma, serta cara keputusan dibuat, dilaksanakan, 

dipersoalkan, dan diperbaiki. 

Aktor utama mencakup pembayar pajak, donor, wisatawan, industri, desa, komunitas, dan generasi 

mendatang. Mereka memiliki hak, ketergantungan, pengetahuan, mobilitas, dan daya tawar berbeda. 

Peta pemangku kepentingan harus melihat siapa mengambil keputusan, siapa menerima manfaat, siapa 

menanggung biaya, dan siapa tidak hadir dalam forum. 

Mekanisme sentral ialah pembiayaan stabil menghubungkan rencana dengan implementasi. Pesisir 

adalah ruang aliran sehingga tekanan dan manfaat berpindah. Dampak pembangunan di hulu dapat 

muncul pada terumbu; penutupan lokasi tangkap dapat memindahkan usaha; infrastruktur perlindungan 

dapat menggeser abrasi ke desa tetangga. 

Baseline mencakup kondisi habitat, akses, mata pencaharian, kemiskinan, gender, hak, kualitas layanan, 

tekanan, risiko, serta kapasitas institusi. Data agregat perlu dipilah karena rata-rata kabupaten dapat 

menyembunyikan pulau atau kelompok yang sangat rentan. 

Risiko utama mencakup proyek donor berhenti saat pendanaan berakhir. Ketidakpastian tidak menghapus 

kewajiban bertindak, tetapi menuntut prinsip kehati-hatian, skenario, monitoring, serta aturan yang 

dapat dikoreksi. Keputusan irreversible memerlukan bukti dan safeguard lebih kuat. 

Implikasi pengelolaannya ialah membangun portfolio finance dan transparansi manfaat. Rencana harus 

menyebut tujuan, kondisi awal, aturan, penanggung jawab, anggaran, indikator outcome, ambang 

tindakan, mekanisme pengaduan, dan jadwal evaluasi. Peta tanpa kapasitas implementasi hanya 

menciptakan kepastian semu. 

Keadilan mencakup recognition, procedure, distribution, dan intergenerational equity. Kompensasi uang 

tidak selalu mengganti hilangnya wilayah budaya, keamanan pangan, identitas, atau hubungan dengan 

laut. Persetujuan harus bebas, didahului informasi, dan sesuai konteks hak. 

Dalam konteks Indonesia, pembiayaan dan akuntabilitas memerlukan kesesuaian antara kebijakan 

nasional, provinsi, kabupaten, desa, dan pranata adat. Pulau kecil tidak boleh sekadar menjadi lokasi 

ekstraksi, wisata eksklusif, atau proyek strategis; penduduknya adalah pemegang hak serta pengelola 

garis depan. 
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25. Agenda Tata Kelola Indonesia 

Agenda Tata Kelola Indonesia perlu dipahami melalui integrasi DAS–pesisir–laut, hak, zonasi, iklim, 

ekonomi, data, kapasitas, dan pembelajaran. Tata kelola berbeda dari pemerintahan: ia mencakup aturan 

formal dan informal, distribusi kuasa, pengetahuan, pasar, norma, serta cara keputusan dibuat, 

dilaksanakan, dipersoalkan, dan diperbaiki. 

Aktor utama mencakup pusat, daerah, desa, adat, kampus, industri, masyarakat sipil, dan publik. Mereka 

memiliki hak, ketergantungan, pengetahuan, mobilitas, dan daya tawar berbeda. Peta pemangku 

kepentingan harus melihat siapa mengambil keputusan, siapa menerima manfaat, siapa menanggung 

biaya, dan siapa tidak hadir dalam forum. 

Mekanisme sentral ialah governance adaptif mengubah konflik serta ketidakpastian menjadi 

pembelajaran. Pesisir adalah ruang aliran sehingga tekanan dan manfaat berpindah. Dampak 

pembangunan di hulu dapat muncul pada terumbu; penutupan lokasi tangkap dapat memindahkan 

usaha; infrastruktur perlindungan dapat menggeser abrasi ke desa tetangga. 

Baseline mencakup kondisi habitat, akses, mata pencaharian, kemiskinan, gender, hak, kualitas layanan, 

tekanan, risiko, serta kapasitas institusi. Data agregat perlu dipilah karena rata-rata kabupaten dapat 

menyembunyikan pulau atau kelompok yang sangat rentan. 

Risiko utama mencakup reformasi hukum tidak diikuti kapasitas dan outcome. Ketidakpastian tidak 

menghapus kewajiban bertindak, tetapi menuntut prinsip kehati-hatian, skenario, monitoring, serta 

aturan yang dapat dikoreksi. Keputusan irreversible memerlukan bukti dan safeguard lebih kuat. 

Implikasi pengelolaannya ialah mengutamakan legitimasi, efektivitas, ekuitas, dan resiliensi. Rencana 

harus menyebut tujuan, kondisi awal, aturan, penanggung jawab, anggaran, indikator outcome, ambang 

tindakan, mekanisme pengaduan, dan jadwal evaluasi. Peta tanpa kapasitas implementasi hanya 

menciptakan kepastian semu. 

Keadilan mencakup recognition, procedure, distribution, dan intergenerational equity. Kompensasi uang 

tidak selalu mengganti hilangnya wilayah budaya, keamanan pangan, identitas, atau hubungan dengan 

laut. Persetujuan harus bebas, didahului informasi, dan sesuai konteks hak. 

Dalam konteks Indonesia, agenda tata kelola indonesia memerlukan kesesuaian antara kebijakan 

nasional, provinsi, kabupaten, desa, dan pranata adat. Pulau kecil tidak boleh sekadar menjadi lokasi 

ekstraksi, wisata eksklusif, atau proyek strategis; penduduknya adalah pemegang hak serta pengelola 

garis depan. 
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Pendalaman melalui Kasus dan Skenario Indonesia 

Raja Ampat: konservasi, adat, dan wisata. Kekayaan terumbu menarik wisata dan konservasi, tetapi tata 

kelola harus menghubungkan wilayah adat, zona, retribusi, operator, kapasitas kampung, patroli, air, 

sampah, dan daya dukung. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Kepulauan Seribu: kota besar dan pulau kecil. Limbah, wisata, perikanan, reklamasi, pelayaran, dan 

perubahan iklim berinteraksi. Pengelolaan pulau tidak dapat dipisahkan dari sumber pencemar serta 

pasar metropolitan. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 
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bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Wakatobi: zonasi dan mata pencaharian. Perlindungan biodiversitas perlu mengakui lokasi tangkap, 

mobilitas antarpulau, budaya maritim, rantai nilai, dan akses layanan. Legitimasi lahir dari aturan yang 

dipahami serta manfaat nyata. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya 

batas administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Maluku dan sasi. Penutupan musiman dapat menggabungkan ekologi, kewenangan adat, ritual, dan 

distribusi hasil. Efektivitas menghadapi pasar modern serta nelayan luar memerlukan pengakuan dan 



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD  |  Tata Kelola Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil 

Halaman 32 

koordinasi negara. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Pulau kecil dan krisis air. Pariwisata serta pertumbuhan penduduk dapat melampaui recharge akuifer. 

Neraca air, kebocoran jaringan, rainwater harvesting, reuse, tarif bertingkat, dan batas pembangunan 

harus dibahas bersama. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 
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kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Tambang di pulau kecil. Luas terbatas dan konektivitas ekosistem membuat kerusakan sulit dilokalisasi. 

Sedimen, air, pesisir, perikanan, kesehatan, jalan, dan ekonomi pascatambang perlu dinilai sebagai sistem 

serta sepanjang umur. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Abrasi dan tanggul. Tanggul melindungi aset tertentu tetapi dapat mengganggu sedimen, akses pantai, 

dan ekosistem. Setback, relokasi bertahap, restorasi, nourisment, serta hybrid defense perlu 

dibandingkan melalui pathways. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya 

batas administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 
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konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Pesisir perkotaan dan rob. Subsidence, drainase, pembangunan, pasang, dan kenaikan muka laut bekerja 

bersama. Solusi pompa atau tanggul tanpa mengendalikan ekstraksi air tanah serta tata ruang dapat 

memperbesar lock-in. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 
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ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Pulau terluar dan layanan dasar. Konektivitas kapal, telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, energi, BBM, 

pasar ikan, dan keselamatan menentukan resiliensi. Kehadiran negara diukur dari mutu layanan, bukan 

hanya monumen. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Pariwisata bahari dan daya dukung. Jumlah pengunjung harus dihubungkan dengan air, sampah, habitat, 

jalur kapal, keselamatan, tenaga kerja, kebocoran pendapatan, dan kapasitas warga untuk ikut 

menentukan. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas administrasi. 

Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas musiman, 

infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi sebelum forum 

dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu konsultasi 

mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan secara 

terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur proyek. 

Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas dibandingkan 

dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity cost. Aturan 
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ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, bersyarat, musiman, 

pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan disosialisasikan; perizinan terhubung 

dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari penilaian. Implementasi menggunakan 

indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, 

pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan kapasitas layanan dipantau. Data komunitas 

serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol kepemilikan. Pengelolaan adaptif 

menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, memperbaiki sanitasi, mengubah 

batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta alasannya diumumkan, pengaduan 

ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara ini, tata kelola tidak berhenti pada 

dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya dukung, konektivitas ekosistem, 

serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, bencana, dan iklim. 

Raja Ampat: konservasi, adat, dan wisata. Kekayaan terumbu menarik wisata dan konservasi, tetapi tata 

kelola harus menghubungkan wilayah adat, zona, retribusi, operator, kapasitas kampung, patroli, air, 

sampah, dan daya dukung. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Kepulauan Seribu: kota besar dan pulau kecil. Limbah, wisata, perikanan, reklamasi, pelayaran, dan 

perubahan iklim berinteraksi. Pengelolaan pulau tidak dapat dipisahkan dari sumber pencemar serta 
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pasar metropolitan. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Wakatobi: zonasi dan mata pencaharian. Perlindungan biodiversitas perlu mengakui lokasi tangkap, 

mobilitas antarpulau, budaya maritim, rantai nilai, dan akses layanan. Legitimasi lahir dari aturan yang 

dipahami serta manfaat nyata. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya 

batas administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 
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kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Maluku dan sasi. Penutupan musiman dapat menggabungkan ekologi, kewenangan adat, ritual, dan 

distribusi hasil. Efektivitas menghadapi pasar modern serta nelayan luar memerlukan pengakuan dan 

koordinasi negara. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Pulau kecil dan krisis air. Pariwisata serta pertumbuhan penduduk dapat melampaui recharge akuifer. 

Neraca air, kebocoran jaringan, rainwater harvesting, reuse, tarif bertingkat, dan batas pembangunan 

harus dibahas bersama. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 
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konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Tambang di pulau kecil. Luas terbatas dan konektivitas ekosistem membuat kerusakan sulit dilokalisasi. 

Sedimen, air, pesisir, perikanan, kesehatan, jalan, dan ekonomi pascatambang perlu dinilai sebagai sistem 

serta sepanjang umur. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 
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ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Abrasi dan tanggul. Tanggul melindungi aset tertentu tetapi dapat mengganggu sedimen, akses pantai, 

dan ekosistem. Setback, relokasi bertahap, restorasi, nourisment, serta hybrid defense perlu 

dibandingkan melalui pathways. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya 

batas administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Pesisir perkotaan dan rob. Subsidence, drainase, pembangunan, pasang, dan kenaikan muka laut bekerja 

bersama. Solusi pompa atau tanggul tanpa mengendalikan ekstraksi air tanah serta tata ruang dapat 

memperbesar lock-in. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 
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cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Pulau terluar dan layanan dasar. Konektivitas kapal, telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, energi, BBM, 

pasar ikan, dan keselamatan menentukan resiliensi. Kehadiran negara diukur dari mutu layanan, bukan 

hanya monumen. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 
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Pariwisata bahari dan daya dukung. Jumlah pengunjung harus dihubungkan dengan air, sampah, habitat, 

jalur kapal, keselamatan, tenaga kerja, kebocoran pendapatan, dan kapasitas warga untuk ikut 

menentukan. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas administrasi. 

Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas musiman, 

infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi sebelum forum 

dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu konsultasi 

mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan secara 

terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur proyek. 

Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas dibandingkan 

dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity cost. Aturan 

ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, bersyarat, musiman, 

pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan disosialisasikan; perizinan terhubung 

dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari penilaian. Implementasi menggunakan 

indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, 

pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan kapasitas layanan dipantau. Data komunitas 

serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol kepemilikan. Pengelolaan adaptif 

menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, memperbaiki sanitasi, mengubah 

batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta alasannya diumumkan, pengaduan 

ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara ini, tata kelola tidak berhenti pada 

dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya dukung, konektivitas ekosistem, 

serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, bencana, dan iklim. 

Raja Ampat: konservasi, adat, dan wisata. Kekayaan terumbu menarik wisata dan konservasi, tetapi tata 

kelola harus menghubungkan wilayah adat, zona, retribusi, operator, kapasitas kampung, patroli, air, 

sampah, dan daya dukung. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 
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habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Kepulauan Seribu: kota besar dan pulau kecil. Limbah, wisata, perikanan, reklamasi, pelayaran, dan 

perubahan iklim berinteraksi. Pengelolaan pulau tidak dapat dipisahkan dari sumber pencemar serta 

pasar metropolitan. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Wakatobi: zonasi dan mata pencaharian. Perlindungan biodiversitas perlu mengakui lokasi tangkap, 

mobilitas antarpulau, budaya maritim, rantai nilai, dan akses layanan. Legitimasi lahir dari aturan yang 

dipahami serta manfaat nyata. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya 

batas administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 
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sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Maluku dan sasi. Penutupan musiman dapat menggabungkan ekologi, kewenangan adat, ritual, dan 

distribusi hasil. Efektivitas menghadapi pasar modern serta nelayan luar memerlukan pengakuan dan 

koordinasi negara. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 
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alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Pulau kecil dan krisis air. Pariwisata serta pertumbuhan penduduk dapat melampaui recharge akuifer. 

Neraca air, kebocoran jaringan, rainwater harvesting, reuse, tarif bertingkat, dan batas pembangunan 

harus dibahas bersama. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Tambang di pulau kecil. Luas terbatas dan konektivitas ekosistem membuat kerusakan sulit dilokalisasi. 

Sedimen, air, pesisir, perikanan, kesehatan, jalan, dan ekonomi pascatambang perlu dinilai sebagai sistem 

serta sepanjang umur. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 
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dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Abrasi dan tanggul. Tanggul melindungi aset tertentu tetapi dapat mengganggu sedimen, akses pantai, 

dan ekosistem. Setback, relokasi bertahap, restorasi, nourisment, serta hybrid defense perlu 

dibandingkan melalui pathways. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya 

batas administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 
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Pesisir perkotaan dan rob. Subsidence, drainase, pembangunan, pasang, dan kenaikan muka laut bekerja 

bersama. Solusi pompa atau tanggul tanpa mengendalikan ekstraksi air tanah serta tata ruang dapat 

memperbesar lock-in. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Pulau terluar dan layanan dasar. Konektivitas kapal, telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, energi, BBM, 

pasar ikan, dan keselamatan menentukan resiliensi. Kehadiran negara diukur dari mutu layanan, bukan 

hanya monumen. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 
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penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Pariwisata bahari dan daya dukung. Jumlah pengunjung harus dihubungkan dengan air, sampah, habitat, 

jalur kapal, keselamatan, tenaga kerja, kebocoran pendapatan, dan kapasitas warga untuk ikut 

menentukan. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas administrasi. 

Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas musiman, 

infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi sebelum forum 

dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu konsultasi 

mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan secara 

terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur proyek. 

Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas dibandingkan 

dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity cost. Aturan 

ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, bersyarat, musiman, 

pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan disosialisasikan; perizinan terhubung 

dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari penilaian. Implementasi menggunakan 

indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, 

pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan kapasitas layanan dipantau. Data komunitas 

serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol kepemilikan. Pengelolaan adaptif 

menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, memperbaiki sanitasi, mengubah 

batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta alasannya diumumkan, pengaduan 

ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara ini, tata kelola tidak berhenti pada 

dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya dukung, konektivitas ekosistem, 

serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, bencana, dan iklim. 

Raja Ampat: konservasi, adat, dan wisata. Kekayaan terumbu menarik wisata dan konservasi, tetapi tata 

kelola harus menghubungkan wilayah adat, zona, retribusi, operator, kapasitas kampung, patroli, air, 

sampah, dan daya dukung. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD  |  Tata Kelola Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil 

Halaman 49 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Kepulauan Seribu: kota besar dan pulau kecil. Limbah, wisata, perikanan, reklamasi, pelayaran, dan 

perubahan iklim berinteraksi. Pengelolaan pulau tidak dapat dipisahkan dari sumber pencemar serta 

pasar metropolitan. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 
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alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Wakatobi: zonasi dan mata pencaharian. Perlindungan biodiversitas perlu mengakui lokasi tangkap, 

mobilitas antarpulau, budaya maritim, rantai nilai, dan akses layanan. Legitimasi lahir dari aturan yang 

dipahami serta manfaat nyata. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya 

batas administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Maluku dan sasi. Penutupan musiman dapat menggabungkan ekologi, kewenangan adat, ritual, dan 

distribusi hasil. Efektivitas menghadapi pasar modern serta nelayan luar memerlukan pengakuan dan 

koordinasi negara. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 
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dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Pulau kecil dan krisis air. Pariwisata serta pertumbuhan penduduk dapat melampaui recharge akuifer. 

Neraca air, kebocoran jaringan, rainwater harvesting, reuse, tarif bertingkat, dan batas pembangunan 

harus dibahas bersama. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 
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Tambang di pulau kecil. Luas terbatas dan konektivitas ekosistem membuat kerusakan sulit dilokalisasi. 

Sedimen, air, pesisir, perikanan, kesehatan, jalan, dan ekonomi pascatambang perlu dinilai sebagai sistem 

serta sepanjang umur. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Abrasi dan tanggul. Tanggul melindungi aset tertentu tetapi dapat mengganggu sedimen, akses pantai, 

dan ekosistem. Setback, relokasi bertahap, restorasi, nourisment, serta hybrid defense perlu 

dibandingkan melalui pathways. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya 

batas administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 
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penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Pesisir perkotaan dan rob. Subsidence, drainase, pembangunan, pasang, dan kenaikan muka laut bekerja 

bersama. Solusi pompa atau tanggul tanpa mengendalikan ekstraksi air tanah serta tata ruang dapat 

memperbesar lock-in. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Pulau terluar dan layanan dasar. Konektivitas kapal, telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, energi, BBM, 

pasar ikan, dan keselamatan menentukan resiliensi. Kehadiran negara diukur dari mutu layanan, bukan 

hanya monumen. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 
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musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Pariwisata bahari dan daya dukung. Jumlah pengunjung harus dihubungkan dengan air, sampah, habitat, 

jalur kapal, keselamatan, tenaga kerja, kebocoran pendapatan, dan kapasitas warga untuk ikut 

menentukan. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas administrasi. 

Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas musiman, 

infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi sebelum forum 

dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu konsultasi 

mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan secara 

terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur proyek. 

Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas dibandingkan 

dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity cost. Aturan 

ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, bersyarat, musiman, 

pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan disosialisasikan; perizinan terhubung 

dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari penilaian. Implementasi menggunakan 

indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, 

pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan kapasitas layanan dipantau. Data komunitas 

serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol kepemilikan. Pengelolaan adaptif 

menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, memperbaiki sanitasi, mengubah 
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batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta alasannya diumumkan, pengaduan 

ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara ini, tata kelola tidak berhenti pada 

dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya dukung, konektivitas ekosistem, 

serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, bencana, dan iklim. 

Raja Ampat: konservasi, adat, dan wisata. Kekayaan terumbu menarik wisata dan konservasi, tetapi tata 

kelola harus menghubungkan wilayah adat, zona, retribusi, operator, kapasitas kampung, patroli, air, 

sampah, dan daya dukung. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Kepulauan Seribu: kota besar dan pulau kecil. Limbah, wisata, perikanan, reklamasi, pelayaran, dan 

perubahan iklim berinteraksi. Pengelolaan pulau tidak dapat dipisahkan dari sumber pencemar serta 

pasar metropolitan. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD  |  Tata Kelola Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil 

Halaman 56 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Wakatobi: zonasi dan mata pencaharian. Perlindungan biodiversitas perlu mengakui lokasi tangkap, 

mobilitas antarpulau, budaya maritim, rantai nilai, dan akses layanan. Legitimasi lahir dari aturan yang 

dipahami serta manfaat nyata. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya 

batas administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 
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Maluku dan sasi. Penutupan musiman dapat menggabungkan ekologi, kewenangan adat, ritual, dan 

distribusi hasil. Efektivitas menghadapi pasar modern serta nelayan luar memerlukan pengakuan dan 

koordinasi negara. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Pulau kecil dan krisis air. Pariwisata serta pertumbuhan penduduk dapat melampaui recharge akuifer. 

Neraca air, kebocoran jaringan, rainwater harvesting, reuse, tarif bertingkat, dan batas pembangunan 

harus dibahas bersama. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 
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penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Tambang di pulau kecil. Luas terbatas dan konektivitas ekosistem membuat kerusakan sulit dilokalisasi. 

Sedimen, air, pesisir, perikanan, kesehatan, jalan, dan ekonomi pascatambang perlu dinilai sebagai sistem 

serta sepanjang umur. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Abrasi dan tanggul. Tanggul melindungi aset tertentu tetapi dapat mengganggu sedimen, akses pantai, 

dan ekosistem. Setback, relokasi bertahap, restorasi, nourisment, serta hybrid defense perlu 

dibandingkan melalui pathways. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya 

batas administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 
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musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Pesisir perkotaan dan rob. Subsidence, drainase, pembangunan, pasang, dan kenaikan muka laut bekerja 

bersama. Solusi pompa atau tanggul tanpa mengendalikan ekstraksi air tanah serta tata ruang dapat 

memperbesar lock-in. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 
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memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Pulau terluar dan layanan dasar. Konektivitas kapal, telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, energi, BBM, 

pasar ikan, dan keselamatan menentukan resiliensi. Kehadiran negara diukur dari mutu layanan, bukan 

hanya monumen. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Pariwisata bahari dan daya dukung. Jumlah pengunjung harus dihubungkan dengan air, sampah, habitat, 

jalur kapal, keselamatan, tenaga kerja, kebocoran pendapatan, dan kapasitas warga untuk ikut 

menentukan. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas administrasi. 

Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas musiman, 

infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi sebelum forum 

dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu konsultasi 

mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan secara 

terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur proyek. 
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Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas dibandingkan 

dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity cost. Aturan 

ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, bersyarat, musiman, 

pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan disosialisasikan; perizinan terhubung 

dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari penilaian. Implementasi menggunakan 

indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, 

pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan kapasitas layanan dipantau. Data komunitas 

serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol kepemilikan. Pengelolaan adaptif 

menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, memperbaiki sanitasi, mengubah 

batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta alasannya diumumkan, pengaduan 

ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara ini, tata kelola tidak berhenti pada 

dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya dukung, konektivitas ekosistem, 

serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, bencana, dan iklim. 

Raja Ampat: konservasi, adat, dan wisata. Kekayaan terumbu menarik wisata dan konservasi, tetapi tata 

kelola harus menghubungkan wilayah adat, zona, retribusi, operator, kapasitas kampung, patroli, air, 

sampah, dan daya dukung. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 
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Kepulauan Seribu: kota besar dan pulau kecil. Limbah, wisata, perikanan, reklamasi, pelayaran, dan 

perubahan iklim berinteraksi. Pengelolaan pulau tidak dapat dipisahkan dari sumber pencemar serta 

pasar metropolitan. Proses dimulai dengan mendefinisikan unit sosial-ekologis, bukan hanya batas 

administrasi. Peta menggabungkan habitat, arus, sedimentasi, bahaya, akses, wilayah adat, aktivitas 

musiman, infrastruktur, layanan, serta rantai nilai. Pemegang hak dan kelompok rentan diidentifikasi 

sebelum forum dibentuk. Informasi disediakan dalam bahasa dan media yang dapat digunakan; waktu 

konsultasi mengikuti musim kerja dan mobilitas. Alternatif, termasuk tidak membangun, diperbandingkan 

secara terbuka. Penilaian dampak mencakup kumulatif, distribusi, lintas pulau, dan sepanjang umur 

proyek. Baseline serta counterfactual dinyatakan. Manfaat pekerjaan, fiskal, atau konektivitas 

dibandingkan dengan kehilangan ekosistem, pangan, kesehatan, budaya, risiko bencana, dan opportunity 

cost. Aturan ruang diterjemahkan menjadi hak serta kewajiban: aktivitas yang diizinkan, dilarang, 

bersyarat, musiman, pemegang akses, standar, monitoring, dan sanksi. Batas ditandai dan 

disosialisasikan; perizinan terhubung dengan zonasi serta tidak memecah proyek untuk menghindari 

penilaian. Implementasi menggunakan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tutupan 

habitat, kualitas air, hasil tangkap, akses, pendapatan, pangan, konflik, partisipasi, kepatuhan, dan 

kapasitas layanan dipantau. Data komunitas serta sensor modern saling melengkapi dan memiliki protokol 

kepemilikan. Pengelolaan adaptif menetapkan trigger untuk mengurangi pengunjung, menutup musim, 

memperbaiki sanitasi, mengubah batas, memperkuat patroli, atau meninjau izin. Keputusan serta 

alasannya diumumkan, pengaduan ditangani, dan pemulihan kerugian dapat diperintahkan. Dengan cara 

ini, tata kelola tidak berhenti pada dokumen. Ia menjadi institusi pembelajaran yang menjaga hak, daya 

dukung, konektivitas ekosistem, serta kemampuan masyarakat pulau menghadapi perubahan ekonomi, 

bencana, dan iklim. 

Matriks Penilaian Tata Kelola 

Dimensi Pertanyaan Indikator Tindakan 

Hak Siapa berhak mengakses dan 

memutuskan? 
Pengakuan, tenurial, consent, 

keluhan Akui dan lindungi hak 

Ekologi Apakah daya dukung dan proses 

terjaga? 
Habitat, air, konektivitas, 

tekanan Kurangi tekanan dan pulihkan 

Sosial Siapa menerima manfaat dan 

biaya? 
Pangan, akses, kerja, gender, 

konflik Perbaiki distribusi dan safeguard 

Kelembagaan Apakah mandat serta koordinasi 

bekerja? 
Peran, anggaran, data, 

kepatuhan Tegaskan tanggung jawab 

Iklim-bencana Apakah keputusan aman dalam 

skenario masa depan? 
Paparan, kerentanan, recovery, 

trigger 
Gunakan pathways dan 

redundansi 

Akuntabilitas Dapatkah keputusan diawasi 

dan dikoreksi? 
Transparansi, audit, pengaduan, 

evaluasi Publikasikan hasil dan koreksi 
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Glossarium 

AMDAL: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 

Co-management: Pembagian kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan. 

Daya dukung: Kemampuan sistem menopang aktivitas tanpa kehilangan fungsi. 

DPSIR: Driver–Pressure–State–Impact–Response. 

Ekuitas: Keadilan pengakuan, prosedur, distribusi, dan antargenerasi. 

ICZM: Integrated Coastal Zone Management. 

Maladaptation: Adaptasi yang memperbesar risiko atau ketimpangan. 

MAT: Mutually Agreed Terms. 

Nature-based solutions: Tindakan berbasis ekosistem untuk manfaat sosial dan ekologis. 

OECM: Other Effective Area-based Conservation Measure. 

PIC: Prior Informed Consent. 

Pulau kecil: Pulau dengan karakter ruang dan sumber daya terbatas serta dominasi pesisir. 

RZWP3K: Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Sasi: Pranata lokal penutupan dan pembukaan pemanfaatan sumber daya. 

Setback: Jarak aman pembangunan dari garis atau bahaya pantai. 

Sistem sosial-ekologis: Sistem terhubung antara manusia, institusi, dan ekosistem. 

Source-to-sea: Pendekatan pengelolaan aliran dari sumber darat hingga laut. 

Subsidiaritas: Keputusan ditempatkan pada tingkat terendah yang mampu menangani. 

Tenurial: Hubungan hak atas ruang dan sumber daya. 

Zonasi: Pembagian ruang berdasarkan tujuan dan aturan penggunaan. 
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